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BERITA DAERAH 

KOTA BEKASI 
 

 
NOMOR : 77                               2021                SERI : E 

 

PERATURAN  WALI KOTA  BEKASI 
NOMOR 77 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BEKASI, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan optimalisasi 

pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi 
yang berorientasi dengan prinsip tata kelola perusahaan 

yang baik (Good Corporate Governance); 

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti atensi dan saran 
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor 
S-1674/PW10/4.2/2021 tanggal 9 September 2021, 

dianggap perlu dilakukan perubahan Peraturan Wali 
Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2019; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Wali Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik 
Daerah.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 
2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan 

Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan 
Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 155); 

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 
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10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 
Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 
Nomor 2 Seri D); 

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2021 
tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sinergi Patriot 

Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 
Nomor 6 Seri E). 

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan penyusunan Peraturan 

Wali Kota Bekasi tentang Perubahan atas Peraturan Wali 
Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Nomor 
539/BA.25/Setda.Ek tanggal 08 Oktober 2021. 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 03 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
BADAN USAHA MILIK DAERAH. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2019  
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Berita 
Daerah Tahun 2019 Nomor 3 Seri E) diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 (delapan) diubah dan ditambah 5 (lima) angka, 

yakni angka 9,10,11,12,13 dan 14 sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi. 

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaran 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah Otonom. 
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3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 

4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang 
selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang 

memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan 
memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 
Dewan Pengawas. 

5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang 
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan 
kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan 

hubungan antar pemangku kepentingan. 

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda, adalah 
BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam 

saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) 
sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 

8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD 
yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 

9. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam 
menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. 

10. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam 
menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah. 

11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan 
BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di 
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah 
organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi 
dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang 

tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 

13. Rekstrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan 

BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi 
internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai 
BUMD. 

14. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam 
rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar 

manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham 
oleh masyarakat. 
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2. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB XA sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

BAB XA 

ANAK PERUSAHAAN BUMD 

3. Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 12A 

 

(1) BUMD dapat membentuk anak Perusahaan. 

(2) Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan: 

a. badan Usaha Milik Negara atau BUMD lainnya; dan 

b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. 

(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat: 

a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan 
publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan 

pengecualian; 

b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan 
publik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan 

d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai 
paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara 

proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar. 

(4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan: 

a. disetujui oleh KPM atau RUPS; 

b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai 

pemegang saham pengendali; 

c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; 

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;dan 

e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang 
berasal dari Penyertaan Modal Daerah. 

(5) Pelaksanaan pengalihan aset oleh BUMD kepada anak usaha dapat 
dilakukan apabila memenuhi persyaratan: 

a. disetujui oleh KPM atau RUPS; 

b. aset yang akan dialihkan terlebih dahulu dilakukan penilaian riil; 
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c. aset bukan berupa tanah yang diperoleh dari dana penyertaan modal 
Pemerintah Kota Bekasi; dan 

d. merupakan aset yang dapat menunjang kegiatan usaha anak usaha 
BUMD.  

 
Pasal II 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 

  Ditetapkan di Bekasi 
  pada tanggal 19 Oktober 2021 

            

WALI KOTA BEKASI, 
 

         Ttd/Cap 

 
  RAHMAT EFFENDI 

  Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Oktober 2021 

 

  SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 

 
                        Ttd/Cap 

 
 

    RENY HENDRAWATI 

  BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 77 SERI E  

 
 


